[SALINAN]

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI SELATAN
Alamat - Jalan Andi Pengerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

Telp. 1 0411 - 443355, 424492, 423320 Fax - 0411 - 424491

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINS| SULAWESI SELATAN

Nomor : 021/P.KWK-SS/VIU2007
TENTANG

TATA CARA PENCALONAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWES| SELATAN TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESH SELATAN,

Menimbang ¢ bahwa untuk melaksanakan ketenluan Pasal 58 sampai dengan
Pasal 64 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerinlahan Daerah, dan Pasal 9 ayat (3) huruf g, Pasal 117 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 lentang Peayelenggara
Pemdihan Umum serta Pasal 36 sampai dengan Pasal 53 Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tenlang Pemifihan, Pengesahan
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakid Kepala
Daerah, maka periu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 lenlang Pemilthan Umum
Anggola Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomer 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tenlang Penetapan
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2006 lentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tzhun 2003 tentang Pemiihan Umum Anggota Dewan Perwaxilan
Rakyatl. Dewan Penwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4631).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tazhun 2004 tentang Pemerinlahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 lenlang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganli Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerzh
Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indones:a Nomor 4548);
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3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721);

4. Peraluran Pemennlah Repubtk Indonesia Nomor 6 Tahun 2005
tentang Pemiltnan, Pengesahan Pengangkalan dan Pemberhentian
Kepata Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republix Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2005 tentang Perubahzn Alas Peraturan Pemerinlah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
{Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2005 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484) dan
Peratluran Pemenntah Repudlik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
tentang Perubahan Kedua Alas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 lenlang Pemilhan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
(Lembaran Negara Republik Indeonesia Tahun 2007 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719); dan

5. Kepulusan Presiden Republk Indonesia Nomor 54 Tahun 2003
{entang Pola Organisasi dan Tala Kena Komisi Pemilthan Umum.

temperhatikan : Keputusan Komis: Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor
001/P.KWK-SS/VII/2007 tentang Tahapan, Pregram, dan Jadual Waktu
Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Caergh
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Aenetapkan ¢ KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINS!I SULAWESI
SELATAN TENTANG TATA CARA PENCALONAN PEMILU
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROPINSI
SULAWESI SELATAN TAHUN 2007.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam keputusan ini yang dimaksud dengan:

Pemilhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
selanjutnya disebul Pemilu gubemur dan wakil gubernur adalah sarana untuk memilih
gubernur dan wakil gubernur secara langsung;

Komist pemilihan umum provinsi, selanjutnya disebut KPU provinsi adalah penyelenggara
Pemilu gubemur dan wakil gubermnur dan kemisi pemilihan umum kabupatenvkota,
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selanjuinya disebul KPU kabupaten/kota adalah merupakan bagian penyelenggara pemily
di kabupaten/kota:

3. Panitia pemilihan_ kecamalan, panitia pemungutan suara, selanjutnya disebut PPK dan
PPS' adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan
Pemilu gubernur dan wakit qubemur di tingkat kecamatan dan desaskelurahan alau nama
lainnya;

4. Kelompok pemungutan suara, selanjulnya disebut KPPS adalah kelompok yang dibentuk
okeh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di lempat pemungutan suara:

5. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya
pemungutan suarg;

6. Dewan perwakilan rakyal daerah provinsi selanjutnya disedul DPRD provinsi adalah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

7. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemur Sulawesi Selatan yang selanjuinya disebut
pasangan calon adalah pasangan calon yang didaflarkan oleh partai politik atau gabungan
partai politik dan telah memenchi persyaralan untuk menjadi peserta Pemilu Gubermur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;

8. Partai politik adalah partai polilik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003: lentang pemilihan umum Presiden dan Wakd
Presiden, DPR RI. DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

9 Pimpinan pantai politik adalah kelua dan sekretaris panai poktik atau sebulan pimpman
lainnya sesua: dengan kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga
panai politik yang bersangkulan, sesuai c¢engan tingkat daerah pencalonannya:

10. Gabungan partai politik adalah cdua panai poltik peserta pemiihan atau lebih yang
bersama-sama bersepakal mencalonkan 1 (salu} pasangan calon gubernur dan wakil
gubemur;

11. Tim peiaksana kampanye yang selanjuinya disebut tim kampanye adalah tim yang
dibentuk cleh pasangan calen bersama-sama partai politk atau gabungan parai politik
yang berlugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta
bentanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

12. Peserta Pemilu Gubernur dan Waki Gubemur Suiawesi Selatan, selanjuinya disebut
peserla Pemilu adalah pasangan calon yang ciusulkan secara berpasangan oleh panai
politik atau gabungan partai politik yang lelah memenuhi persyaralan unluk dipith sebagai
Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan.

BAB II
MEKANISME PENCALONAN

Pasal 2

(1) Pasangan calen dwsulkan oleh partai politik atau gabungan panai politik.

(2)Partar poltik atau gabungan partai politk yang mengusuikan pasangan caforr: harus
memenuhi persyaratan perolechan kurst pada pemiiu 2004' sekurang-kurangnya _1.>/o (]‘m"f
belas persen) dan jumlah kursi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan atau 15% (_Ilmp belas
persen) dasni akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD provinsi.

(3) Dalam ha! hasil bagi jumiah kursi DPRD provinsi berupa angka pecahan, maka pecolehan
15% (ima belas persen) can jumliah kursi dihilung dengan pembulalan ke atas .

(4) Dalam hal partai poldik bergabung untuk mengusulkan satu pasangan calon, panai-panai
poldik tersebul hanya menggunakan satu mekanisme tersendin yang disepakati bersama.
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Pasal 3

Panai politik atau gabungan parai polilik hanya dapat mengusulkan 1 (satu)
pasangan calon.

Pasangan calon yang telah diusuikan oleh panai politk atau gabungan partai politik
sebagaimana dimaksud pada ayal (1), tidak boleh dicalonkan lagr oleh pantai poltik atau
gabungan partai politik lainnya.

Partai politk atau gabungan partai politik sebelum menelapkan pasangan calon memberikan
kesempatan seluas-luasnya kepada bakal calon pererangan yang memenvhi syarat.

+Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
demokralis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang beraku dalam pantai politik atau
gzbungan partai politik.

BAB Il
SYARAT DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENCALONAN
Pasal 4

I Calon Gubemur dan Wakil Gubemur Sulawesi Selatan adalah warga negara Republik
Indonesia yang memenuhi syarat:

a. bertagwa kepada Tuhan yang maha esa;

b. sctia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, cta-cita Proklamasi 17 Agustus 1845, dan kepada
negara kesatuan Republik Indonesia serta pemerintah:

C. Lerpendidikan sekurang-kurangnya sekolzah lanjutan tingkat alas danvatau sederajat;
d. berusia sckurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran:

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari
lim pemeriksa keschatan yang ditunjuk oleh KPU provinsi:

f. tidak pernah djatuhi pidana penara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum telap karena melakukan tindak pidana yang diancam
cengan pdana penjara paling lama § (kma) tahun atau lebih;

g. licak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap,

h. mengenal daerah provinsi Sulawesi Selalan dan dikenal oleh masyarakat di daerah
provinsi Sulawesi Selatan;

i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;

J. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/alau secara badan
hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum telap;

I tidak pemah melakukan perbuatan tercela;

m. memifiki nomor pokok wajib pajak (NPWP); atau bagi yang belum mempunyai NPWP
wajib mempunyai bukti pembayaraan paijak:

n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang mcmual antara iain riwayatl pencidikan
dan pekenaan serta keluarga kandung, suami atau istn:
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0. belum pemah menjabat sebagai gubernur dan wakil gubemur alau selama 2 (dua) kali

P.

masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
lidak dalam slatus scbagai penjabat kepala daerah .

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi:

surat permyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendin, sebagai bukti
pemenuhan syarat calcn sebaga:mana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hurul b, huruf b,
huruf I, dan huruf n;

surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara rohani dan jasmani dan tim
penilai kesehatan  yang didunjuk oleh KPU provinsi sebagai bukh pemenuhan syarat
calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunuf e;

sural kelerangan bertempat tinggal dalam wilayah negara kesatuan Repubkk Indcaesia,
dan lrah/kepala desa yang wilayah kerjanya meliputi tempal linggal calon;

surat tanca terima laporan kekayaan calon dari inslansi yang berwenang memeriksa
laporan kekayaan penyelenggaraan negara, sebagai bukti pemenuhan syaral calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;

surat kelerangan tidak sedang memiliki langgungan ulang secara perorangan dan/atau
secara bacdan hukum yang menjadi langgungjawabnya yang merugikan keuangan
negara. dan pengadilan negern yang wilayah hukumnya melipuli tempat tinggal calon,
sebagai bukli pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunuf j;

sural pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, tidak sedang
dinyatakan pailit berdasarkan pulusan pengadiian yang lelah memperoleh kekualan
hukum telap . sebagai bukli pemenuhan syaral sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf k;

sural keterangan Wdak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum letap, dan pengadilan neged yang walayah hukumnya
melipuli tempal tinggal calon, setagai bukli pemenuhan syarat calon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g;

Sural pernyataan tidak pernah melakuxan perbuatan tercela yang didlampirni dengan has|
lest narkoba yang dilakukan oleh lim penilai kesehatan yang ditetapkan oleh KPU
provinsi, sebagai bukl pemenuhan syarat czlon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf |;

fotocopy karlu nomor pokok wajid pajak (NPWP) atas nama calon. tanda lerima
penyampaian surat pemberitahuan 1zhunan pajak penghasilan wajib pajak Orang
Pribadi alas nama calon, unluk masz 5 (lima) 1ahun terakhir atau sejak calon menjadi
wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan
pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukli pemenuhan
syarat czlon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m;

daftar riwayat hidup ca'on, dibuat dan ditandatangani oleh calon dan ditandatangani
pula oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan parai politik yang bergatung.
sebagai bukli pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n;
surat kelerangan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana
makar herdacarkan putucan pangadilan yanqg tolah mompunyai kekaatan hukum totap,
dar pengadilan negen yang wilayah hukumnya melipuli tempat tinggal calon sebagat
bukli pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;

fotocopy kartu tanda penduduk (KTP):
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k'

m. folocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang scbagai bukti
pemenuhan syaral calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunuf ¢;

n Sural keterangan ldak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan pulusan pengadilan,
yang telah mempunyai kekuatan hukum letap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan pengadilan negeri yang

wilayah hukumnya melipuli tempat tinggal calen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f;

o. Sural pernyataan belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala
daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabalan yang sama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf o;

p. Sural pernyalaan lidak dalam slalus sebagai penjabat kepala daerah, sebagzimana
dimaksud pada ayat (1) huruf p; dan

q Pas foto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwama dan hitam putih masing-masing 4
(empat) lembar.

BAB IV
PENDAFTARAN PASANGAN CALON

Pasal s

Partai Pelitk alau gabungan Panai Politik mendaflarkan pasangan czlon kepada KPU
provinsi selama masa pendaftaran.

Mase pendafiaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7
(tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Partai politik alau gabungan partai poldk dalam mendaflarkan pasangan czalon
sebagaimana dimaxksud dalam Pasal 2 ayal (1). wajid menyerahkan sural pencalonan yang
ditandatargani cleh pimpinan panai politik atau para pimpinan partai poiitik yang
bergabung di daerah pemilhan.

Para penanda tangan sural pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajb

menyerahkan sendini sural pencalonannya pada saat mendaftar di KPU provinsi.

Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilampin dengan:

a. kesepakatan tertulis anlar partai politk yang bergabung untuk mencalenkan pasangan
ca'cn yang ditanda tangani oleh pimpinan masing-masing;

b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan alas pasangan calon yang diczlonkan
dan ditandatangani cleh pimpinan pariai poltik alau para pimpinan partai politik yang
bergabung;

c. surat peryataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon gubernur dan wakil
gubemur secara berpasangan;

d. sural pernyataan tidak akan mengundurkan dii sebagai pasangan calon,
c. sural pemyataan kesanggupan mengundurkan cin dar jabatannya, apabiia terpilih
menjadi gubernur dan wakil gubemur, bagi jabalan/pengurus perusahaan swasla

maupun milix neqara / daerah atau crganisasi yayasan bidang apapun, advokal, atau
profesi bidang lainnya,

f. surat pernyalaan mengundurkan din dan jabatan struklural atau fungsional dalam
jabatan ncgen bagi calon yang berasal dan pegawai negen sipil, anggota lentara
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@)

(8)

(M

(2)

(M
()

nasional Indonesia dan anggota kepolisian negara Republik Indonesia yang telah
disampazikan kepada atasan fangsungnya;

g. surat pernyataan tdak akuf dalam jabatannya bagi pimpinan DPROD Provinsi tempat

yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi walayah kerjanya;

h. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggeta DPR. DPD, dan DPRD yang
mencalenkan din sebagai calon gubernur dan wakil gudernur,

i. kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:
j. naskah visi, misi dan program tentulis dan pasangan calon; dan

k. kepulusan partai pollik atau gabungan partai politik yang mengatur mekanisme
penyaringan pasangan calen yang cilengkapt berita acara proses penyaringan.

Pasangan calon yang didaftarkan sebagaimana cimaksud pada ayal (1), harus hadir pada
saat pendaftaran.

Pada saat pendaftaran pasangan calon, partai poliik atau gabungan parai politik
mendaftarkan tim kampanye.

KPU provinst memberikan tanda terima berkas pencalonan kepada partai politk atau
gabungan panai pelitik yang mendaftarkan pasangan calon dan tim kampanye.

BAB YV
MEKANISME PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 6

Pemenksaan kesehatan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1)
huruf e dilakukan oleh Ikatan Dokler Indonesia (ID1) Sulsel berdasarkan kesepakatan
bersama antara KPU Provinsi Sulse! dengan 10! Sulsel dengan mekanisme.

a. pasangan calon memenksakan kesehatan pada rumah szkit yang dilunjuk oleh IDI
Su'sel;

b hasd pemenksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan ke tim pemernksa
kesehatan yang ddunjuk oleh IDI Sulsel selanjulnya diserahkan kepada KPU provinsi;

c. hasil pemernksaan tim pemeriksa kesehatan menjadi penenlu lerpenchinya syarat
kesehalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas,

Hasd pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ disampaikan cleh KPU
provinsi cilampirkan menjadi bahan kelengkapan persyaratan calon.
BAB VI
TIM KAMPANYE
Pasal 7

Tim kampanye didaftarkan oleh panai politik alau gabungan partai politik bersamaan
dengan pendaftaran pasangan calon;

Tim kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibentuk di lingkal provinsi, dan
tingkat kabupaten/ko:a;

~J
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Pasal 8

al pencalonan beserta lampirannya dimasukkan ke dalam map, dengan kelentuan sebagai
ikut :

Sural pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5)
dimasukkan dalam 1 (salu) map tersendiri berwarna putih, dan ditulis nama pasangan
calon dan partai poltk alau gabungan partai politk yang mencalonkan.

Kelengkapan persyaratan calen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)
dimasukkan dalam 1 (satu) map tersendiri berwarna pink (merah muda), dan ditulis nama
pasangan calon dan panai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan.

Daftar im kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal § ayat (7) dimasukkan dalam 1
(satu) map tersendiri berwarna hijau dan ditulis nama pasangan calon dan tim pelaksanana
kampanye.

BAB Vil

PENELITIAN BERKAS PENCALONAN

Pasal 9

KPU provinsi melakukan penelitian terhadap surat pencalonan besena lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.

Peneltian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) meliputi penelitian terhadap kelengkapan
dan kezbsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada inslansi yang benwenang
memberikan surat keterangan.

Hasil penetitian sebagzimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat

Masyarakat dapat membenkan masukan kepada KPU previnsi mengenai hasil penelitian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). wajid dipreses dan
ditindakianjuti oleh KPU provinsi.

Pasal 10

KPU provinsi memberitahukan secara tertulis hasil penelitan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 kepada panai poltik atau gabungan panai pelitik dan pasangan calon,
paling lambat 7 (lujuh) hari sejak penutupan perdaflaran.

Apabila berdasarkan hasil penclitian scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pasangan
calon belum memenuhi syaral calon atau citolak oleh KPU provinsi, panai politk atau
gabungan parta: politik yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi dan atau
memperdaiki sural pencalonan beserta lampirannya atau mengajukan calon baru.

Kesempatan unluk melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan beserta
lampirannya atau mengajukan calon baru sebagaimana dimaksud pada ayat '(2). palng
lambal 7 (lujuh) han terhilung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
Panar politk atau gabungan panai politk dalam jangka waktu 7 (wjgh) han wajib
melengkapi dan atau memperbaiki surat pencalonan besera lampirannya yang
berdasarkan hasil penelitian dinilai tidak lengkap alau lidak sah.

Apabila partai politik atau gabungan panai politik mengajukan pasangan calon t?am. partai
polik alau gabungan partai polilk yang bersangkutan harus menyampaikan surat
pencalenan beserla lampirannya sebagawmana dimaksud dalam Pasat 4 dan Pasal 6.
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(2)

Q)

(4)
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(2)

3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

BAB Vil
PENEUITIAN ULANG
Pasal 11

KPU provinsi melakukan penelitian ulang terhadap sural pencalonan beserta lampirannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5);

Apabila berdasarkan hasii penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pasangan calon dinilai tidak memenuhi syaral dan ditolak cleh KPU provinsi, pariai politik
atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon;

KPU provinsi memberitahukan secara lertulis hasil peneltian ulang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) kepada partai politik atau gabungan partai politk yang
mencalonkan.

Jangka waktu penelitian ulang sampai dengan pembentahuan secara tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) paling lambat 7 (tujuh) hari.

BAB IX

CALON YANG BERHALANGAN TETAP
Pasal 12

Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan fetap sampai dengan 7
(tujuh) han sebelum penelapan calon, panai politik atau gabungan parnai poltk yang
bersangkutan ciberi kesempatan untuk mengusutkan pasangan calon pengganti.

Partai politk atau gabungan parai polilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyampaikan kepada KPU provins, 'surat pencalonan beserta lampirannya paling lambal
3 (iga) hari terhilung sejak salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap

KPU provinsi melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan beseria lampirannya
scbagamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):

Dalam hal hasil peneltian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasangan calon
pengganti  Ldak memenuhi syarat, partai pollik alau gabungan panar politik tidak dapal
lagi mengusulkan pasangan calon pengganti.

KPU provinsi memberitahukan secara terulis hasil penelitian uiang sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada partai politik atau gatungan partai politik yang
bersangkutan.

Jangka waklu peneliian ulang sampai dengan pemberitahuan secara tedulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) paling lambat 3 (tiga) hani.

Berdasarkan hasii penelitian sebagaimana dimaksud pada ayal (6), KPU provinsi
menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syaral scbagai pesera
penulhan  sekurang-kurangaya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dzalam berita
acara penelapan pasangan calon.

Dalam ha! tdak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon, KPU provinsi mengembalikan kepada
partai politik atau gabungan partai politik yang calonnya tidak memenuhi syarat dan panai
pelitin atau gabungan partal poliik yang memenuni persyaralan untuk mengajukan xemban
pasangan caion hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
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Partai politk alau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
menyampaikan surat pencalonan beserta lampirannya kepada KPU provinsi selambat-
Iamb_a:r;ya 3 (liga) hari terhitung sejak pemberitahuan pengajuan kembali dan KPU
provinsi.

KPU provinst melakukan penelitian ulang terhadap berkas kelengkapan pasangan calon
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sclambat-lambalnya 3 (tiga) han sejak diterimanya
berkas pencalenan.

Dalam hal salah satu czalon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon
sampai pada saat dimulainya han kampanye, partai politk atau gabungan partai polilik
yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon
penggant: paling lambat 3 (tiga) han sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPU
provinsi melakukan penelitian persyaralan administrasi dan menetapkan pasangan calon
pengganti paling lambat 4 (empal) hani sejak pasangan calon pengganti didafiarkan.

Dalam hal salah salu calen alau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya
kampanye sampai hari pemungulan suara dan masih terdapat 2 (cua) pasangan calon
atau lebih. tahapan pelaksznaan Pemily gubernur dan wakil gubernur didanjutkan dan
pasangan calon yang berhalangan tetap lidak dapat ciganti sena dinyatakan gugur.

Dalam hal salah satu calon atau Fasangan czlon berhalangan tetap pada saat dimufainya
kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2
(dua) pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu gubemur dan wakil gubemur ditunda pakng
fambat 30 (tiga puluh) han dan partai poluik atau gabungan partai peiitik yang pasangan
calonnya berhalangan tetap mengusu’kan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga)
hari sejok pasangan calon berhalangan tetap dan KPU provinsi melakukan peneliian
pefsyaralan administrasi ¢an menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4
(empat) han sejak pasangan calon pengganti didaflarkan.

BAB X
MEKANISME PENETAPAN PASANGAN CALON
Pasal 13

Berdasarkan hasil peneliian, KPU provinsi segera menetapkan nama-nama pasangan
calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu gubernur dan wakil gubernur,

Segera setelah penetapan pasangan calon sebagzimana dimaksud pada ayat (1), KPU
provinsi melakukan penentuan nemor urut pasangan calon;

Penentuan nomoer urut pasangan calon scbagaimana dunaksud pada ayat (2) dilakukan
dengan cara undian;

Undian nomor urut pasangan calen sebagaimana dimaksud pada ayal (3) dilaksanakan
dalam rapat pleno terbuka bertempat di kantor KPU provinsi atau fempat [2in yang
ditetepkan oleh KPU provinsi dan dihadin olch pasangan calon dan partai politik atau
gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon:

Pasangan calon yang menghadin rapat plero KPU provinsi membubuhkan tanda tangan
pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyelujui
penulisan nama dan folo yang telah diserahkan;

Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telan ciletapxan galam (apat pieno Ky

provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat {4). disusun dalam doftar pesangan calon
gQubernur dan wakil gubernur yang ditetapkan olch KPU provinsi dan dituangkan dalam

berila acara penetapan pasangan calon;
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(7)

m

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

M

(2)

)

(4)

Berita acara penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi
lampiran keputusan KPU provinsi lenlang penctapan nomor urut pasangan calon gubemur
dan wakil gubernur,

BAB XI
PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 14

KPU provinsi mengumumkan secara luas nama-nzama dan nomor urut pasangan calon
yang telah ditelapkan sebagzimana dimaksud datam Pasal 13 ayat (6) sebagai peseria
Pemilu gubemur dan wakil gubemur paling lambat 7 (lujuh) har setelah penelapan
pasangan calon;

Pengumuman sebagaimana dimaksud paca ayal (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 15

Pasangan calon yang lelah ditelapkan dalam rapat pleno KPU provinsi sebagaimana
dimaksud pada Pasal 13 ayat (6), berhak mendapat jaminan pengamanan dan jaminan
keselamatan sampar penetapan hasit Pemily gubernur dan wakil gubernur ditetapkan:

Jaminan pengamanan dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh kepolisian daerah Sulawesi Selatan.

Pasal 16

Pasangan calon yang telah ditctapkan cleh KPU provinsi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 15, wejb menyerahkan rekening khusus dana kKampanye kepada KPU provinsi
selambat-lambatnya 5 (ma) han scjak ditetapkan pasangan calon;

Penyerzhan rekening khusus dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan satu rekening koran pada 1 (satu) bank.

Pasal 17

Setelah pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal
14. partai politk alau gabungan partai politik cilarang menarik calonnya dan atau pasangan
calon dan alau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri;

Partai politk alau gabungan partai pelitk yang menarik czlonnya dan atau pasangan calon
dan atau salah scorang dan pasangan calonnya mengundurkan diri, lidak dapat
mengusulkan pasangan calon pengganti;

Pasangan calon dar parai pofitik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinyatakan gugur sebagai peserta Pemitu gubemur dan wakil gubemur dan
dibertahukan kepada partei polilix den gabungan parnai politik yang mencalonkan dan
diumumkan kepada masyarakal;

Pasangan calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

mengubah nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan.
1]
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BAB Xl

PENUTUP
Pasal 18

Nomor urul dan daflar nama pasangan calon sebagai peserta Pemilu gubernur dan wakil
gubernur yang telah ditetapkan dan disusun dalam daftar pasangan calon, serta telah
diumumkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14, diadikan bahan untuk:

a. membuat surat suara;
b. keperivan kampanye;
c. dipasanqg di tiap TPS pada hari dan tanggal pemungulan suara.

Benluk dan jenis formulir untuk keperluan pelaksanaan pencalonan adalah sebagaimana
tercantum cdalam lampiran keputusan ini;

Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh KPU
provinsi.
Pasal 19

wilusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pa n I It 7
KETUA,
e

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas
e e

p—

LS} IJ‘;J O
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Lampiran: Keputusan Komisi Pemiihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007

Nomer : 021/P.KWK-SSAVIV2007

Tanggal : 6 Juli 2007

BENTUK FORMULIR KELENGKAPAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SULAWESI SELATAN, TERDIRI DARI :

Z

10.

b 5

12.

13.
14.

15

16.
17.

18.

15.

Formulir surat pencalonan (Model B-KWK)

Formulir surat pemyataan kesepakatan bersama anlar partai politik dalam pencalonan
gubernur dan wakil gubernur (Model B1-KWK)

Formulir surat pemyalaan partai politik idak akan menarik pencalonan alas pasangan
calon gubernur dan wakii gubernur (Model B2-KWK)

Formylir surat pemyataan gabungan partai politik tidak akan menarik pencalonan alas
pasangan calon gubemur dan wakil gubemur (Model B3-KWK)

Formulic surat pemyataan kesediaan menjadi calon gubemuriwakil gubernur (Model
B4-KWK)

Formutr sural peryataan tidak akan mengundurkan diri sebagsi pasangan calon
gubemur dan wakil gubemur (Mode! B5-KWK)

Formulir surat pernyataan kesanggupan mengundurkan  did dan jabatan pada
perusahaan swasta/BUMN/BUMD/yayasan, advokal alau prafesi lainnya apabila terpilin
menjadi gubernuriwakil gubemur (Model BS-KWK)

Formulir surat pernyataan kesar';ggupan mengundurkan  dini dari jabatan negeri bagi
pegawai negeri sipil, TNI dan anggola kepolisian Repudlik Indonesia yang mencalonkan
dini menjadi gubemuriwakil gubemur (Mode! BEA-KWK)

Formulic sural pemyataan tidak akif dan jabatan sebagai pimpinan DPRD
(Model B7-KWK)

Formulir surat pernyalaan benagqwa kepada Tuhan yang maha esa (Model BB ~KWK)

Surat pemyataan setia kepada panca sila sebagai dasar negara, undang-undang dasar
negara Republik Indonesia tahun 1945 dan cita-cita preklamasi 17 Agustus 1945 dan
kepada negara kesaluan Republik Indonesia serta pemerintah {Model BB1-KWK)

Formubir surat pernyataan belum pemah menjabal sebagai kepala daerah dan wakil
kepala daerzh selama cua kali masa |abatan yang sama (Model BB2-KWK)

Formulir daftar riwayat hidup caton gubemuriwakil gubernur (Model BB3-KWK)

Formuir surat pernyalaan hasii pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani
( Model 884 —-KWK )

Formulir surat keterangan tidak memilii tanggungan utang (Model BB5-KWK)
Formulir surat keterangan lidak dinyatakan paiit (Mode! BB6-KWK)

Formulir surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, tidak pemah dihukum
penjara karena lindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara (Model

BB7-KWK)

Formutir  surel  peaiyalaan  ucak  pernah melakukan  perbuatan  lercela
(Model BB8-KWK)

Formulir daftar caton gubemur dan wak | gudernur (Model BC-KWK)
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| moset Bow |

SURAT PENCALONAN
Nomor:

:suzi ketentuan Pasal §9 ayat (5) huruf a Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
:menntahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
JO5 tenlang Penetapan Peraturan Pemenntah Pengganli Undang-Undang Nomor 3 Tahun
)05 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan
aerah Menjadi Undang-Undang, serta kelenluan Pasal 42 Peraluran Pemerintah Republik
donesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
2mberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
araturan Pemerintah Republk Indonesia Nomor 17 Tzhun 2005 tenlang Perubahan alas
araturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,
in Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakié Kepala Daerah, oleh Dewan Pimpinan

aerah/Wilgyah Provinsi Sulawesi Selatan Partai ......................... alau gabungan Parta: Polilik
ewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

PENR connsimis B S S Y S S S AAT dan

PR i it i RN S haip e s ST e i P N PR dan

Partai . dan

dan seterusnya

ama pasangan calon Gubemur dan Wakil Gubernur Sutawesi Selatan yang diajukan adalah -

. Calon Gubemur T~

Calon Wakil Gubernur T
urat pencalonan mni dilampin sural kctcrangan dan sural pernyalaan mengenai dala pasangan
alon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik
wonesia Nomor 6§ Tahun 2005 tentang  Penulihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
emberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
eraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tzhun 2005 tentang Perubahan atas
‘eratluran Pemerinlah Nomor 6 Tahun 2005 tenlang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,
an Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MaKaSSAN, ooorreceeeeereeervseeneseennnnn e 2007

Dewan Pimpinan Dacrah/ Dowan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daeral/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan®)

PAREY i i i e
Keotua DPD/DPW Sokretaris DPD/DPW
Provinsi Sulawesi Sclatan Cap Provinsi Sulawesi Selatan
) R RS S )
| T L 1 | AN eSS | R S
Ketua DPD/DPW Scokretaris DPD/IDPW
>rovinsi Sulawosi Selatan Provinsi Sulawesi Selatan
) b snmrremvpnnmninmanmss )

Keterangan :
")Coret yang lidak diperivkan.

4
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| MocelBikwK |

SURAT PERNYATAAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIKAN DALAM
PENCALONAN PASANGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Pada hariini ................ tanggal .............. IR s Tahun dua nbu tyjuh bentempat
. O yang bertanda langan dibawah ini gabungan Dewan Pimpinan
Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan:

V. PBIEI ..o cnritismaronsmmaimcsomssssnsesassommensaisisnansssssosansasmsssomssasenssssssssamssnssaisssorssornses @M

08 L2 I O e

3.dan selemsnya. .......

secara bersama-sama menyatakan sepakal untuk mengajukan pasangan calon Gubemur dan
Wakil Gubernur, dan menyalakan tidak akan menarik penczlonan alas pasangan calon yang
telah digjukan, bak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap nama pasangan
caion sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK).

Demikian sural pemyataan ini dibual dengan sebenarnya uniuk dapat digunakan sebagai bukli
pemenuhan syaral pengajuan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubemnur, sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 59 ayat (5) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerinlahan Daerah, sebagaimana telah diudah cdengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 lenlang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, dan Pasal 42 ayat (2) huruf 3 Peraturan
Pemernntah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkalan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
teleh divbah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Makassar, . ..o 2007

Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah
Gabungan Dewan Pimpinan Dacrah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan®)

ParA i s R
Kectua DPD/IDPW s E Sckretaris DPD/DPW
Provinsi Sulawesi Sclatan Cap Provinsi Sulawesi Sclatan
e ) - )
P ocsisaiisiisvasmisisisssmsasiis
Ketua DPD/DPW Sckretaris DPD/IDPW
Provinsi Sulawesi Selatan ﬁ: o Provinsi Sulawesi Selatan
S L e P ) ' L )

Keterangan :
*)Caret yang tidax dipertukan,
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| mMocel 82wk |

SURAT PERNYATAAN
PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

‘ang bertanda langan dibawah ini, Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawes
- E 1T N o T T —

nenyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukai
erhadap nama pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Sural Pencalonan Kepal
Yaerah dan Wakil Kepala Daerah (Model B-KWK).

Yemikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagai buk
yemenuhan Syaral pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerar
iebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayal (5) huruf ¢ Undang-undang Nomor 32 Tahun 200
entang Pemerintahan Daerah, sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemerintal
>engganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Undang-undan
Jomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 42 ayat (2) huruf b Peratural
demerintzh Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 lentang Pemilihan, Pengesahai
>engangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaiman
elah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentan.
Serubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tzhun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahai
>engangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MaKaSSar, .ovcvevreeeerernnnnsesennn. 2007

Dewan Pimpinan Dacrah/Oewan Pimpinan Wilayah Provinsl Sulawesi Selatan

Partal ......ccee . - o
Yang mengajukan Pasangan Calon

Sekretaris DPD/DPW

Ketua DPD/IDPW
Provinsi Sulawesi Selatan @ Provinsi Sulawesi Selatan

Koterangan :
*)Coret yang tidak diperukan,
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| Modet B3-kwK |

SURAT PERNYATAAN
GABUNGAN PARTAI POLITIK TIDAK AKAN MENARIK PENCALONAN
ATAS PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Yang bertanda tangan dibawah ini, gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan:

RoPIIN i i T Tk e T
2. PAMEI .ot easesennestetaerete et eeanensenenersrs GBN
3. dan seferusnya .......

menyatakan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan calon yang telah diajukan,
baik secara bersama-sama maupun S$endin-sendin lerhadap nama pasangan calon
sebagamana dimaksud dalam Surat Pencalonan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah
(Model B - KWK).

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti
pemenuhan syaral pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayal (5) huruf ¢ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
lcnlang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkalan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagamana telah dubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemiilihan,
Pengesahan Pengangkaltan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEKESSAL: . nsaimnniiec 2007

Dewan Pimpinan Dacrah/ Dewan Pimpinan Witayah
Gabungan Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan®)

P i
1 g 1 RS WU ”

Ketua DPD/DPW Sckrotaris DPO/DPW

Provinsi Sulawesi Selatan “p Provinsi Sulawesi Selatan
( ) (... )
PBNAL ..o vovninnaiassns i TS )
Ketua DPDIDPW - Sekrotaris DPD/IDPW
Provinsi Sulawesi Selatan Cap Provinsi Sulawesi Selatan
( ) o )
Ketorangan :
*)Ccret yang lidak diperfukan.
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SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR *)

1g benanda tangan dibawah i, :

Nama
Jenis kelamin R U Ry UU SRt >

Tempal dan tanggal

lahirfumur s (——— 1ahun;

Pendidikan terakhir
Alamat tempat tinggal :

bagai calon Gubemur/Wakil Gubernur®) dengan ini menyatakan bahwa saya menerma dan
‘sedia diajukan menjadi calen Gubemur/Wakil Gubernur®) secara berpasangan dengan calon

bernur/iWakil Gubernur®) alas nama:

.........................................................................................

mikian sural pernyataan ini dibuat dengan setenamya untuk dapat digunakan sebagai bukli
menuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Dacrah dan Waki Kepala Daecrah,
jagaimana Cimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun
)4 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah ciubah dengan Undang-Uncang
mcr 8 Tahun 2005 tentang Penctapan Peraturan Pemenntah Pengganti Undang-Undang
mor 3 Tahun 2005 tentarg Perubahan Alas Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang
menntahan Daerah Menjadi Undang-Undang, sera kelentuan Pasal 42 ayat (2) hurul ¢
caturan Pemernntah Repudblik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang  Pemilihan,
ngesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
05 tentang Perubahan atas Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tenlang Pemilihan,
ngesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Didbuat i
5T E R T o R p——
Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubemur®)

Axtera

eleranqan @
yCoret yang Lidak diperlukan,
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SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI PASANGAN
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

Yang bertanda langan dibawah ini, :

a. Nama
b. Jenis kelamin
C. TemPal dan tangQal & _

BRI @ csenssasaasne i | GOt S tahun;

d. Alamat tempat tinggal :

Sebagai calon GubemurWakil Gubernur®), dengan ini menyalakan bahwa saya tidak akan
menguncdurkan dini sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, terhitung sejak
ditetapkan sedaga: pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur ofeh Komisi Pemillhan
Umum.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya unluk dapat digunakan sebagai bukli
pemenuhan syaral pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) hunuf e Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintzhan Daerah. sebagaimana telah ciubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraluran Pemenntah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubzhan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. serta kelenluan Pasal 42 ayat (2) hunuf @
Peraturan Pemerintah Republk Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tenlang  Pemilhan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana telzh diubah dengan Peraturan Pemerintah Republk Indonesia Nomor 17 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomar 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepata Daerah.

Cibuat di
pada tanggal y i e

Yang moembuat pornyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur*)

Materm

rn an :
")Coret yang tidak diperiukan.
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SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PERUSAHAAN
SWASTAIBUMN/BUMD/YAYASAN, ADVOKAT ATAU PROFESI LAINNYA
APABILA TERPILIH MENJADI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR *)

g bertanda tangan dibawah ini, :

....................................................................................

{ama

lenis kelamin
ekerjaan e b R AR RN RS PG R
‘fempat dan tanggal

ahirflumur

Alamat fempat tinggal

wyatakan dengan sebenamya bahwa saya sanggup mengundurkan din dar jabatan
........................................................................................................................ apabila

ilih menjadi Gubernur atau Wakil Gubemur®) sesuai dengan kelentuan peraturan
Jsndang-undangan.

nikian sural permyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagai
renuhan syarat pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah,
agaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (5) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
iang Pemenntahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
wn 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
wa 2005 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
nerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 huruf e Peraturan
nerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
gangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
ih diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang
ubahan atas Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 lenteng Pemikhan, Pengesahan
1gangkalan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oibuat di e e e
padatanggal : .......ceccoviviiiciiennnn
Yang membuat pernyataan
Calon Gubermnur/Wakil Gubernur*)

Mataros

oterangan :
Corel yang tidak diperukan.
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SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN NEGERI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL, TNI DAN ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA YANG
DICALONKAN SEBAGAI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR °)

Yang bentanda tangan dibawah i, :
Nama AR RIS

Jenis kelamin

Pckerjaan

Tempat dan tanggal

lah#/umur P s R N WU - | .

a0 oo

e. Alamal lempatlinggal :

menyalakan dengan sebenamya bahwa saya mengundurkan dini dari jabatan neger sebagai
unluk memenuhi persyaralan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya untuk dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syaral pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayatl (5) hund g Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, ‘sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 lentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta ketentuan Pasal 42 huruf f Peraturan
Pemerintah Republk Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 lentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
telah divbah dengan Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang

Perubahan atas Peraluran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 lenlang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibual di -E—— ATV SIS
pada tanggal : . T
Mengetahui: Yang membuat pernyataan
Atasan Langsung, Calon Gubemur/Wakil Gubernur °)
Matens
NIP/NRP NIP/NRP
Pangkat Fangkat

Keterangan :
*}Corel yang lidak diperlukan.
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SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKTIF DARI JABATAN SEBAGAI PIMPINAN DPRD

ng bertanda tangan dibawah ini, :°

Nama

Jenis kelamin
Pekerjaan

Tempat dan tanggal

BRI, ' emameemeeeoe o
Alamal tempat tinggal

..............................................................................................................

:nyatakan cdengan sebenamya bahwa pada saat pencalonan ini saya tidak akiif dani jabatan
>agai  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ProvinsyKabupatervKola*)

...........................

mikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya unluk dapat digunakan sebagai bukti
menuhan syaral pengajuan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
bagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5) hurul h Undang-undang Nomor 32 Tahun
04 tentang Pemerintahan Daerah, sebaga:mana telah diubah dengan Undang-Undang
mor 8 Tahun 2005 tentang Penelapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
mor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang
merintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta keteniuan Pasal 42 ayal (2) huruf g
faturan Pemenntah Republix Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 lentang  Pemilhan,
ngesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakid Kepala Daerah.
bagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintzh Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
0S tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
ngesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di R —
POSAIINGEA] 3 s it i

Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubemur =

Matoras

eterangan :
iCoret yang tidak diperfukan.
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SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, :

a. Nama - PR e = R et
b. Jenis kelamin

c. Pekeraan

d. Tempat dan tanggal

lahirflumur T e B anTnnwscsdohun:

¢. Alamal tempat tinggal

............................................................................................................

menyatakan dengan sebenamya bahwa saya berlagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai
dengan agama yang saya anut ;

Demikian pernyataan ini dibual dengan sebenamya, scbagai bukli pemenuhan syarat calon
Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintanan Dacrah, sebagaimana lelah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraluran
Pemennlah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta
ketentuan Pasal 38 ayal (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republk
Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tenlang Perubahan atas Peraturan Pemeriniah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oibuat di
DIIRIONGAL * coccnaiimiiss e
Yang membuat pernyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur *)

Malora:

Ketorangan i
*)Coret yang tidak diperiukan.
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SURAT PERNYATAAN
SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1845 DAN
CITA-CITA PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN KEPADA
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SERTA PEMERINTAH

g berntanda tangan dibawah ini, :
Jama -

lenis kelamin

’ekerjaan

"empat dan tanggal

ahir/umur

\Jamat tempal tinggal :

watakan dengan sebenamya bahwa saya sebagai calon GubemurMVakil Gubemur®) setia
ada Panca Sila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
un 1945 dan Cida-Cita Prokiamasi 17 Aguslus 1945 dan Kepada Negara Kesatuan
wblik Indonesia serta Pemerintah.

nikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenarya untuk dapat digunakan sebagai bukti
wnuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud
im Pasal 58 huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
agaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
aturan Pemenintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
lang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan Pemeriniah Republik Indonesia
nor 6 Tahun 2005 tentang Pemithan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
ala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan
nerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
nenntah Nomor € Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
nberhenlian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di B A A S RSN
Pada LaN0OR! 1 icinisansaiinnin
Yang membuat pemyataan
Calon Gubemur/Wakil Gubermnur *)

ermangan
>oret yang tidak diperiukan.
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SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI
KEPALA DAERAH ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
SELAMA DUA KALI MASA JABATAN YANG SAMA

Yang benanda tangan dibawah in, :
a. Nama

b. Jenis kelamin
c. Pekerjaan
d. TampRtaBNIENgOR]l | i can iR S SR SRR e

lahir/lumur LT SO SOOI, SN e W, Mo WSROI, | | < | |

e. Alamat lempat tinggal :

menyalakan dengan sebenamya bahwa saya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubermur®) belum
pemah menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah*) selama dua kali masa jabatan
dalam jabatan yang sama.

Demikian surat pemyalaan ini dibuat dengan sebenarnya unluk dapat digunakan sebagai bukl
pemenuhan syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 huruf 0 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah divbah dengan Undang-Undang Nomeor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemernntah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang, serta ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf o Peraturan Pemernintah Republik Indenesia
Nomor 6 Tahun 2005 lentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana lelah dwbah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 lentang Perubahan atas Peraluran
Pemenntah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkalan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Oibual di AR S
POOSIANREAL ¢ iuiiiiininiisiaes

Yang membuat pornyataan
Calon Gubernur/Wakil Gubernur )

Keterangan ;
*) Coret yang tidak diperukan.
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON GUBERNUR/MWAKIL GUBERNUR®)
Nama
Tempal dan Tanggal Lahir
Alamat fempat tinggal S TR R R R R
Jenis kelamin . Laks-lakvPerempuan®)
Agama 3 s R A S S R R A
w3 Perowinon 1 9. belumvsudah/pernah kawin®)
b namaistn/suami®) - 1) ... "
2) . i
<3 IR I )
*) Catatan : ceraymeninggal
c. jumliah anakorang. . . ...
Pekeraan e e
Riwayat Pendidikan .8
b
¢
Pengalaman Organisasi B sy s Bae SR e PRSI R s s el o
). Pengalaman Pekefaan B s R R e e s s E——
1. Lain-lain RIR——

aftar nwayal hidup i dibuat dengan sebenamya uniuk digunakan sedagai bukli pemenuhan syaral
don GubernurAWakd Gubemur®) scdagaimana dimaksed dalam Pasal 58 hunuf n Undang-undang
omor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerash, sebagzimana lelah diubah dengan Undang-
ndang Nomor 8 Tahun 2005 tenitang Penctapan Peraturan Pemenntah Penggant Undang-Undang
omer 3 Tahun 2005 tenlang Perubahan Atas Undang-Undong Nomor 32 Tohun 2004 tentang
emenniahan Daerah Menjadi Undang-Undang, serta kelentuan Pasal 38 ayat (2) huruf j Peraturan
emenniah Repudlik indonesd Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemikhan, Pengesahan Pengangkatan,
an Pemderhentan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerdh, sebagaimana telah dwbah dengan
eraturan Pemenniah Republik Inconesia Nemor 17 Tahua 2005 tentang Perubahan atas Peraturan
emenatah Nomor 6 Tehun 2005 tentang Pemiihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhent:an
cpaw Dacrah dan Wakil Kepa'la Dacrah

2007
Dewan Pimpinan Daerah/ Dewan Pimpinan Wilayah Yang membuat
Gabungan Dewan Pimpinan DacralvWialayah Provinsi Sulawesi pernyataan,
) selatan®) Calon Gubernur/¥Wakil
7 | Eerpe e e e Gubermur
Ketua DPD/DPW Sekretaris DPD/DPW
>rovinsi Sulawesi Sclatan Selatan Provinsi Sulawesi Sclatan
Mestera:
PArS) i ey =,
Ketua OPD/DPW Sckretaris OPD/DPW
2rovinsi Sulawesi Se¢latan Selatan Provinsi Sulawesi Sclatan

Kn!emngnn :
"¥Core! yang tidak diperiukan
6
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SURAT KETERANGAN
HASIL PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA ROHANI DAN JASMANI

Tim Pemeriksa kemampuan rohani dan jasmani, menerangkan bahwa :

a. Nama P o L= S UME Ve
b. Jenis kelamin

¢. Peckerjaan

d. Tempat dan tanggal

Iahir/umur S AT IREm T ARSI - 11 | y
¢. Alamat tempat tinggal :

.........................................................................................................

berdasarkan hasil pemeriksaan/pengujian terhadap kemampuan rohani dan kesehatan jasmani
pasangan calen GubdernurAVakil Gubernur®) atas nama

GubernuriWakil Gubemur®)

Demikian surat keterangan ini dibual dengan sebenamya, sehingga dapat digunakan sebagai
bukti pemenuhan syaral pasangan calon Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf ¢ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah, sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nemor 8 Tahun
2005 lenlang Penetapan Peraturan Pemenniah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang, serta kelentuan Pasal 38 ayat (2) huruf b Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang  Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
telah divbah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 lentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 lentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkalan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

LT RS .,
Tim Penitai

R T T T T B Y T L

Keterangan ;
*)Coret yang tidak dipedukan.

2]
~]
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SURAT KETERANGAN
TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG

elua Pengaddan Negen ..........ccouviveieeoeneneenananns , menerangkan bahwa :
. Nama S oo

. Jenis kelamin
. Pekerjaan
. Tempatdantanggal : ... .. R R s R R e ey

I2hirfumur
. Alamat tempat tinggal :

......................................................................................................

erdasarkan hasil pemerksaan catatan tanggungan utang terhadap pasangan calon Kepala
1zerah/Wakil Kepala Daerah *) 8138 NamMa & ..........ooeeevvveieceeeeeeee e, e e
dak memilki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang
1enjadi tanggungjawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara.

lemikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sehingga dapat digunakan sebagai
ukli. pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Qaerah dan Wakil Kepala Daerah,
ebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf j Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
‘'emerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
005 tentang Perudahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan
Jacrah Mcnjadi Undang-Undang, scria ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan
'emerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
'engangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
2lah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 17 Tahun 2005 tentang
'erubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
'engangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kotua Pengadilan Negeri

-----------------------------------

Keterangan :
*)Coret yang tidak diperiukan.
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SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DINYATAKAN PAILIT BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG
MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP

Yang bertanda tangan d:bawah ini:
a. Nama A S AR S e S s N B AT By S g S

b. Jens kelamin
c. Pekerjaan
d. Tempat dan tanggal

UM = st e e wiie Fovsnmnsrand tahun;
e. Alamat tempat tingga! :

............................................................................................................

.............................................................................................................

Menyalakan dengan sebenamya bahwa saya tidak sedang dinyatakan datam keadaan paiiit
berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap untuk memenuhi
persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan peraluran
perundang-undangan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenamya, sehingga dapat digunakan sebagai
bukli pemenuhan syarat calon pasangan Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf k Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerinlah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerintahan
Daerah Menjadi Undang-Undang, sera kelentuan Pasal 38 ayat (2) huruf f Peraturan
Pemerinlah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 fentang Pemiihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemernintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 fentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
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Yang membuat pernyataan
Calon Gubamur/Wakil Gubernur *)

Keterangan :
*)Coret yang tidak periu

29

jdih.kpu.go.id/sulsel


https://jdih.kpu.go.id/sulsel

